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BISSMILLAHIRROHMANIRROHIM
SURAT KEPLTLSAN
KETUA YAYASAN [ZZATUL MADANI
Nomor : 0L/YYSN-IZZMAN/YVIL2014

Tenlang
PENDIRIAN SMP 1SLAM TZZATUL MADANI L

Dewan Penguras Yayvasan Fzzatul Madaai:

Menimbang - a. Bahwa schagai identitas yang penting dalam peradaban indonesta, dan
harus terus diajga keaslionya dan dikembangkan purudabannyd dengan
cara mendorong masyarakatpva unluk memyadi masyarakat yang berdaulat
secara politik, berkarakicr, secara budaya dun berdaya secara ghonun.

b, Bahwa Yavasan Fzzatul Madans hadir schagal Yavasan yang bereerak di
bidang pendidikan dengan penpembangan Madrasah Diniyah, tinekat 50
dan SMP serta Pesantren,

¢ Buhwa dulam menumaikan pengembangan pendidikan, khususnya
pendidikan agama. Yayasan lzzawel Madani perlu 1‘m:ngﬂ1mbangkan suiLtu
pendidikan keagamaan vang berbasis pada ntlai - milal kebersamaan dan
berorientasi pada pembeatukan karakter dan kemandivian.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam aoimer
a, b dan ¢, maka Yayasun lzzatgt Madons muendirikan sustu lembaga

pendidikan keagamaan berupa SMP Islam lzzaul Maduni

Mengingat © 1. Anggaran dasar Yayasan lzzat Madam.
2 Anggaran Rumal Tangpa Yayasan lzzatul Madani.

3. Program Kerja Yavasan [zeatul Madani penode 2014720035,

Nemperhatikan: Keputusan Rapat Yayasan [zzalul Madum pada tanggal | Juni 2014 dengan

senaniiasa memohon petunjuk Atlah SWT
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Menetupkan

Pertama

hedua

Ketiga

Keempat

MVemuisskan

Mendirikan SMP [slam lzzatul Madam

Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SMP lzzatu]
Madani untuk melaksanakan kebijakan Yayasan lezatu] Mudani dalam
pembentukan dan peengembangan pendidikan masyarakat

Apabila dikemudian hari terdapai kekeliruan dalam keputusan i akan di
perbaiki sebagaimana meslinya.

Kcpurusan ini mulal berlaku sepak tanggal diwlapkan.

Ditetapkan . [ Bogor
Tamgeal 27 Juni 2014

Ketua Y ayasan lazatul Madani

Zaenal™™Mubatdin. S Pdl]



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Benman No.40 Cioinong 16914 Telp.[21) 87310590, Fax D21) 873087
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KEPUTUSAN BUPAT!I BOGOR
Nomor : 421.37078; 00013 /DPMPTSE/2017

TENTANG

I1ZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA [(SMP) SWASTA ISLAM I1ZZATUL MADANI

Menimhbang

Mengingat

KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR (

BUPATI BOGOR

a, bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerdtaan
pendidikan  dasar kepada masvarakat, serta mewujudkan
pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberiKan lzin
Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta 15LAM [ZZATUL
MADANI yang berlokasi di Jl. KH. Abdu) Hamid KM. 7 Kp. Maspd
RT.002 RW.006 Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten
Bogor;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam
huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang [zin
Pendirdan Sckolah Menenpgah Pertama [SMP) Swasta [SLAM 1ZZATUL
MADANI yang berlokasi di J. KH. Abdul Hamid KM. 7 Kp. Masjid
RT.002 RW.006 Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten
Bogor.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi hawa Bara
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1930 Nomaor 8] sebagaimana
telah diubah denpan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
FPembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupalen Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nemer 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Linglungan Propinsi
Djawa Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomeor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

2. Undang-Undang Nemor 28 Tahun 1949 tentang Penyelenpggaraan
Nepara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1999 Nomer 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4301);

4, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor 44964,

5. Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang.-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 - tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang WNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Davrah [Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,

C Tambahan Lembaran ™eea=a Bereebli%h Intdomiesin Notoor SETO



Menetapkan
KESATU

EEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN

Membern wan kepada
Nama Yayasan C YAYABAN 1ZZATUL MADAN!
Alarmal SJdl KH. Abdul Hamid KM. T kp. Masjpid RT.0O2

RW.00H6 Desa Pasarean Kecamatan Pamnahan
kKabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama
[BMP) Swasta

Nama : SMP ISLAM [ZZATUL MADANI

Alamat r JI. KH. Abdul Hamid KM. 7 Kp. Masjud RT.002
RW.06 Desa Pasarean HKecamatan Pamijahan
Kabupaten Bogor.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dikium KESATU, berlala

sepanjang rmematithi semua ketentuan yaito @

a. menjamin peserta didik memperscleh akses pelayanan pendidikan, bagl
peserta didik vang orang tua/walinya tidak mampu membiayal
pendidikan, pesecrta didik pendidikan khusus, atau peserta didik
daerah khusus;

b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan i
satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar
Nasional Pendidilean:

c. memiasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai
prestasi puncak di bidang itmu pengetabuan, teknologl, seni, dan/atan
olahiraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten; kota,
provinst, nasional dan inlernasional;

d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada
satuan pendidikan yang berbasis teknologl informasi dan komunikasi;

e. menjamnin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
sesual dengan Standar Nasional Pendidikan;

f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah malik
sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesua denpgan
peraturan/perundang-undangan yang berlalog, tidak sengketa, dan
tidak digunakan untuk kepiatan  lain selain kegratan  proses
pembelajaran.

Dalam  hal pelaksanaan  kegiatan  pendidikan, satuan  pendidikan
dimaksud pindah alamat, berganti vayasan dan atau dipindahtanganlean
kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang
mengajukan izin pendinan bara:

Dalam hal pelalksanaan kepiatan pendidikan ternyata umbul kerugian
terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya
kegialan pendidikan, maka segala resiko vyang timbul sepenuhnya
menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat
dibatalkan dan/atau batal demi hukum,

Segala penvimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan
keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak senpaja schingga
merugikan kewihawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan
ini batal derm1 hukum;

Izin Pendirian Sekolah MLI‘anga.h Pertama [SMP) Swasta nt berlaku
sepanjang pemegang izin mematuhi  semua  ketentuan  peraturan
perundang-undangan yvang berlaku dan tidak mengalami perzbahan:



KETUJUH :  Keputusan ini mulai berlaku pada twunggal ditctapkan.

Ditetapkan di : Cilinong
Pada tanggal © 21 Juni 2017

4 PITOY(, CES
b 1lama da
30712199243 1006

Tembusan Yth.

. Menter Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
. Bupati Bogor melalui Sekretans Daerah Kabupaten Hogaor,
. Sekretaris Daerah Kabupaten Hogor,

. Inspektur Kabupaten Bogor,

Assisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor;

. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

. Camat Pamijahan;

. Kepala Desa Pasarean,

Kepula UPT Pendidikan XVII Kecamatan Pamijahan,
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